
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR: GI "P T6 I I1.031 HKI 2014 

TENTANG
 

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI KELANCARAN
 
PELAKSANAAN PEMILU 2014 PROVINSI LAMPUNG
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa dalarn rangka peleksanaan ketentuan PasaJ 126 
Undang-Undang Nornor 15 'Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mewajibkan 
Pemerintah Daerah memberikan dukungan kelancaraan 
penyelenggaraan Pemilihan Umum scrta pelaksanaan 
Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalarn 
Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedcman 
Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan 
Politik di Daerah yang mengamanatkan Gubernur untuk 
melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan 
politik di daerah, yang mencakup pelaksanaan Pemilu 
DPR, DPD, dan DPRD, Pernilu Presiden dan Wakil 
Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan maksud b.uruf a tersebut di 
atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, 
tertib, terkoordinasi, berhasilguna dan berdayaguna, perlu 
membentuk Tim Koordinasi dan Fastlitasi Kelancaran 
Pelaksanaan Pemilu 2014 Provinsi Lampung dan 
menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung: 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nornor 32 'rahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana te1ah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008; 

2.	 Undang-Undang Nornor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden; 

3.	 Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum; 

4.	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat., Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelo1aan Keuangan Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 'Tugas dan 
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai 
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi: 
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7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi 
Perkembangan Politik di Daerah; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

9.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan 
dan Pengelo1aan Keuangan Daerah; 

10.	 Peraturan Daerah Provrnsi Lampung Nomor 12 Tahun 
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 
Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi 
Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provtnsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013; 

11.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM 
KOORDlNASI DAN FASILITASI KELANCARAN 
PELAKSANAAN PEMILU 2014 PROVINSI LAMPUNG. 

KESATU	 Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Kelancaran 
Pe1aksanaan Pemilu 2014 Provinsi Lampung, dengan 
susunan personalia sebagaimana' tercantum dalam 
Lampiran I keputusan ini. 

KEDUA	 Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu 
mempunyai tugas: 

1.	 Melakukan pemantauan perkembangan politik 
terhadap: 

a.	 pelaksanaan Pcmilu Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakya t Daerah; 

b.	 pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 
c.	 pelaksanaan Pemilukada; 

d.	 situasi poIitik lainnya; dan 

e.	 ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 

2.	 Melakukan evaluasi pelaksanaan pcmantauan 
perkembangan politik di Provinsi Lampung; 

3.	 Menginventarisasi laporan hasil pemantauan 
perkembangan politik dari Bupatijwalikota se-Provinsi 
Lampung; dan 

4.	 Membuat laporan Gubernur kepada Menteri Dalam 
Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan 
Politik tentang hasil pemantauan perkembangan politik 
di Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi 
Lampung. 



KETIGA	 Untuk mendukung ke1ancaraan pelaksanaan tugas Tim 
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk 
Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan 
susunan per-sonalia sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Keputusan irii, dengan tugas roembantu 
Sekretaris. 

KEEMPAT	 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan irii 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih 
lanjut oleh Ketua Tim. 

KELIMA	 Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan 
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Dacrah Provinsi Lampung. 

KEENAM	 Kcputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata 
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan 

pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal ( - 't 2014 

GUBER 

'Iembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri up.Dirjen Kesbang dan Politik di Jakarta; 
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Te1ukbetung; 
3. Bupati/Walikota Se-Provinei Lampung; 
4. Ketua KPU Provinai Lampung, di Bandar Larnpung; 
5. Ketua Bawaslu Provinei Lampung. di Bander Lampung; 
6. Inspektur Provinsi Lampung, di Telukbetung; 
7. Kepaja Bappeda Provinsi Lampung, di Telukbetung; 
8. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung, di 'I'elukberung; 
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, di Telukbetung: 
10. Kepala Badany Kantor! Provinsi, Kabupaten/ Kota Se-Provinei Lampung. 
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR G/Jl9-" / 11.03/ HK/ 2014 
TANGGAL : I - 'f ­

SUSUNAN PERSONALIA
 
TIM KOORDINASI DAN FASILITASI KELANCARAN
 

PEMILU 2014 PROVINSI LAMPUNG
 

BESARNYA 
HONORARIUMKEDUDUKAN

NAMA/.JABATAN/INSTANS1 

M'~f.: I ~'~.~'2 .. 
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 

Kepala Badan Kesbang dan Politik 
Daerah Provinsi Lampung 

Kepala Bidang Hubtarga Baden Kesbang 
dan Politik Daerah Provinsi Lampung 

Bidang Sosialisasi Peraturan ; 

L Asisten Bidang Pemerintahan Sekda 
Provinsi Lampung 

2.	 Kepala Dines Kominfo Provinsi 
Lampung 

Pembina 

Ketua 

I• Sekretaris 

Anggota 

Anggota 
I 

3.	 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi I An~o~Lampung 
-

Bidang Monitoring: 

Anggota1. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda 
Provinsl Lampung 

Anggota. 
Provlnsi Larnpung 

2. Kepala Biro Otonorni Daerah Setda 

I 
3. Kepala Bidang Pengkajian MaSalLggota 

Politik Strategis Badan Kesbang dan 
Polltik Daerah Provinsi Lampung 

300.000 

250.000 

200.000 

.. ­

175.000 

175.000 

175.000 

175.000
 

I175.000 
I 

1750:J 

Bidang Kelancaran Logiatik : 

L Direktur Sabhara Polda Lampung 
I 

Anggota 175.000 

2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Anggota 
Lampung I 

3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja~ggota 

175.000 

~oo 
Provinsl Lampung 

Bidang Keamanan : 
. 

1.	 Direktur Intel Polda Daerah Lampung 

2.	 Kepala Staf Korem 043/Gatam 

3.	 Kepala Satuan PoHsi Pamong Praja 

p g 

Provinst Lampung 

14. Kepala Bidang Penanganan 
Badan Kesbang dan Politik 
Provinei Lam un 

Konflik 
Daerah 

Bidang ABallsa dan Evaluasi : 

I. Kepala Beppeda Provinsl Lampung 

2. Kepala Bagian Peraturan Perundang- I 

---- ­

I 

Anggota 175.000 

Anggota I 175.000 

Anggota 175.000 

Anggota 175.000 

I 

Anggota 175.000 

Anggota 175.000 

I
 

Undangan Biro Hukum seLda 
Provmsi Lampung 

175.000,3. Akadernisi Fisip Universitas Lampung Ang~ota ._-.L-,q::"::'==-J...L 

2014
 

---=l
 
5 

._--
Dtbenkan 
honorarium 
setama 6 (enam) I 
bulan yang 
dlbebankan 
kepada APED 
Provinei 
Lampung TA. 
2014 pacta 
Program 
Pendidikan 
Politik
 
Masyarakat.
 

I 

I 

_ ._J l 
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LAMPlRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR G/';;' 9-;" /11.03/ HK/2014 
TANGGAL : I _ 't _ 2014 

SUSUNAN PERSONALIA
 
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI DAN FASILITASI
 

KELANCARAAN PEMlLU 2014
 
PROVINSl LAMPUNG
 

BESARNYA 
KEDUDUKAN HONORARIUM

NAMA/JABATANjINSTANSI PERBULAN 
(Rn) 

DALAMTTM 

43 
1---

1
- -1----------=---­

200.0001. Koordinaror 

2. Kasubbid Pembinaan OrpoljOrmas dan LSM 175.000 
Badan Keebang dan Politik Daerab Provinsi 
Lampung 

Anggota 

rI 3.	 Kasubbag Perencanaan Badan Kesbang dan Anggota 175.000 
Politik Daerah Provinsi Lampung

f---+--'-=	 --'-='--~----f- .­
4.	 Msubbag Keuangan Harlan Kesbang dan Anggota 175.000 

Politik Daerah Provinsi Lampung 
--e--­

5.	 SUDIASIH. (JFU Baden Kesbangpol Daerah Anggota 175.000 
Provinsi Lampung) 

G.	 RITA KENCANA, (JFU Hadan Kesbangpol 175.000Anggot.a 

KET. 

5 

Diberfkan 
honorarium I 
selama 6 [ertarn] I 
bulan yang 

, dibebankan 
kepada APBD 
Provirrsi 
Lampung TA. 
2014 pada 
Program 
Pendidikan 
Politik 
Masyarukat. 

Daerah Provinsi Lampung) 

SR( HARYATUN, S.IP., (JFU Baden 
Kesbangpol Daerah Pwvinsi LampungJ 

8.	 SYAMSIR, S.IP, (JFU Barlan Kesbangpol 
Daerah Prcvmsi Lampung] 

9. 

Anggota
 

Anggota
 

Anggota 

175.000 

175.000 

175.000 

175.000 

-----'--""--------- -----I-----~~. ADI HAFAZI, (JFU Badan Kesbangpol Daerah Anggota 175.0UO 
Provinsi Lampung) 

RUZHAN HAFANI, (JFU Baden Kesbangpol Anggota 175.000ilf: 
Daerah Provinsi Lampung) 

17. I Fl\JAR WAHYUDr, (JFU Badan Kesbangpol 175.000 
Daerah Provinsi Lampung] 

Anggote 

-=-~"------J----+-------1 
18. SUUSDIAN'TO, (JFU Barlan Kesbangpol Anggota 175.000 

Daerah Provinsi LaInpung),,,,- -1- -j _ 

19. WULAN NlNGSlH, A.Md, (PrHL Badan Anggota 175.000 
Kesbangpol Daereh Pr ovin si Lampung) 

Research
Rectangle



------

-4­

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR G/ .P'7' /11.03/ HK/ 2014 
TANGGAL : I - '-t - 2014 

SUSUNAN PERSONALIA
 
TIM KOORDINASI DAN FASILITASI KELANCARAN
 

PEMILU 2014 PROVINSI LAMPUNG
 

-I---------i 

Sekretans 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 175.000 

175.000Anggota 

6. +-~::-1Anggota 

Anggota 1~~:~~~ \ 
175.000 

7. 
175.000 

175.000 

175.000 

Anggota l7S.000 

8. 
Anggota 175.000 

Anggota 175.000 

Anggota 
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